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BAB III 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian  Pengawasan 
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar 
pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.24Hal ini sesuai dengan pendapat dari 
Sondang P Siagianyang menyatakan pengawasan adalah suatu proses 
pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 
agar semua pekerjaanyang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan sebelumnya.25 
Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk 
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan 
tugasatau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.26 Pengertian 
pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan 
sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. 
Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata 
awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu 
dengan cermat danseksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan 
berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”27 
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Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan 
pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan 
apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.28Saiful Anwar 
mengatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah 
diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai 
tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.29 
Pengawasan merupakan salah satucara untuk membangun dan menjaga 
legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan 
menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik 
pengawasan intern(internal control) maupun pengawasan eksternt (external 
control) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). 
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya 
penyimpangan atas rencana atau target. 
Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh 
pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau 
pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang 
telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah 
penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.30 
Pengawasan yang dilaksanakan mempunyaifungsi sesuai dengan 
tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan emapat 
hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:31 
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1. mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas 
danwewenang dalam melaksanakan pekerjaannya; 
2. mendidik para pejebat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 
denganprosedur yang telah ditentukan; 
3. untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelaian, dan kelemahan agar 
tidakterjadi kerugian yang tidak diinginkan; 
4. untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan 
pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan danpemborosan. 
 
B. Macam-Macam Pengawasan 
Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat dklasifikasikan ke 
dalam beberapa jenis, yaitu: 32 
1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung  
a. Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang 
dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan 
mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the 
spot”di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara 
langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.  
b. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan 
dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik 
lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan 
sebagainya tanpa pengawasan “on the spot” 
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2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip 
pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu 
pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan 
pengawasan represif.  
a. Pengawasan preventif Pengawasan preventif dilakukan melalui 
preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan 
pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana 
anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.  
b. Pengawasan represif Adapun pengawasan represif dilakukan melalui 
post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat 
(inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.  
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern 
a. Pengawasan intern 
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
dalam organisasi itu sendiri. 
b. Pengawasan ekstern Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan 
diadakan dengan maksud untuk: 
1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancer atau tidak 
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru. 
3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 
rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 
direncanakan 
4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planningatau 
tidak. 
5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planningyaitu standard. 
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C. Fungsi Pengawasan  
Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada 
dasarnya meruapakan proses yang dilakukan  untuk memastikan agar apa yang 
telah direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya.33 Termasuk kedalam 
fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat 
sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar 
tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan 
diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan 
dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak 
berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses 
untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai 
apa yang telah direncanakan.  
Fungsi dari pengawasan adalah :34 
1. Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan 
wewenang dalam     pelaksanan pekerjan.  
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan.  
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak 
terjadi kerugian yang tidak diinginkan.   
Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan 
pekerjan tidak   mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 
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D. Pengertian Ban 
Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari 
campuran karet alam dan/atau karet sintetis, yang tidak terpasang dan/atau 
terpasang pada pelek yang termasuk dalam Pos HS 4011, 4013, dan 8708.35 
Sebagian besar ban yang sekarang, terutama yang digunakan untuk 
kendaraan bermotor, diproduksi dari karet sintetik, walaupun dapat juga 
digunakan dari bahan lain seperti baja. Pada tahun 1839, Charles goodear 
berhasil menemukan tekhnik vulkanisasi karet. 
Vulkanisasi dalam bahasa Belanda (vulkanisatie) berarti suatu 
pekerjaan yang mempergunakan karet dan belerang (sulfur) untuk perekat 
sebagai bahan dasarnya. Vulkanisir merupakan pekerjaan yang berkaitan 
dengan membuat barang-barang tertentu dengan mencampur dan memanaskan 
karet mentah dengan sulfur (antara 2-5%) dan beberapa zat akselerator untuk 
mempercepat proses (antara 0,5 – 1,5%).36 Ban vulkanisir adalah ban bekas 
yang sudah gundul kemudian didaur ulang dengan cara menempelkan lapisan 
grip diatas ban yang sudah gundul atau gripnya yang sudah terkikis sehingga 
timbul grip (kembangan) baru.37 
Ada 3 jenis ban, yaitu : 
1. Ban Bias 
Ban bias adalah jenis ban yang mengunakan struktur benang yang 
berlapis-lapis. Setiap ban bias akan menuliskan beberapa ply (lapisan) 
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benang di dalamnya. Ban dengan struktur bias adalah yang penling banyak 
dipakai. Dibuat dari banyak lembar cord yang digunakan sebagai rangka 
dari ban. Cord di tenun dengan cara zig-zag membentuk sudut 40 sampai 
65 derajat sudut terhadap keliling lingkaran ban. 
Adapun kekurangan dan kelebihan ban bias yaitu: 
a. Kelebihan ban bias 
1) Sidewall lebih kuat 
2) Diperuntukkan medan yang lebihberat atau kasar  
3) Bead lebih kokoh  
4) Bisa divulkanisir berkali-kali 
b. Kekurangan ban bias 
1) Di peruntukkan jarak dekat  
2) Struktur keras dan tidak elastis 
3) Kurang bisa menyerap tekanan 
2. Ban Radial  
Carcass ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus 
dengan garis tengah ban. Kontruksi seperti ini membuat ban radial menjadi 
fleksibel (lentur) terhadap arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban 
memanjang ke sekeliling roda. Maka dari itu ban tipe radiel ini dilengkapi 
dengan belt yang terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut 
karet. Susunan seperti ini membuat tread menjadi lebih kaku. 
Tipe ban ini srabutnya terbuat dari baja, ban yang seperti itu juga 
disebut ban radial baja. Yang mana tapaknya lebih kaku karna lebih tahan 
terhadap guncangan dan keausan dari pada tipe ban bias, namun kurang 
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nyaman/ nikmat pada saat melewati jalan yang tidak rata dengan kecepatan 
kendaraan. 
 
E. Pengertian Standar Nasional Indonesia 
Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh badan 
standarisasi nasional dan berlaku secara nasional.38 Sedangkan pengertian 
standarisasi diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, mengartikan 
“standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, 
menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang 
dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku 
kepentingan”.  Serta didalam pasal 1 ayat 2 undang-undang ini juga 
menjelaskan tentang penilaian kesesuaian yang mana pasal tersebut 
menyatakan bahwa “penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai 
bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan 
acuan”.  
Sedangkan didalam Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa “ standar adalah 
persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan 
metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak atau pemerintah atau 
keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat 
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu”. 
pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan 
masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 
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Asas standarisasi dan penilaian kesesuaian diatur dalam pasal 2 yang 
menyebutkan bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian dilaksanakan 
berdasarkan asas : 
Manfaat; 
1. Konsensus dan tidak memihak; 
2. Transparansi dan keterbukaan; 
3. Efektif dan relevan; 
4. Koheren; 
5. Dimensi pembangunan nasional; dan 
6. Kompeten dan telusur, sedangkan; 
SNI bertujuan untuk memperlancar transaksi perdagangan dan 
melindungi kepentingan konsumen serta meningkatan daya saing produk 
Indonesia di pasar global, karena pasar global menekankan pentingnya 
menerapkan standar mutu produk.39Standardisasi dimaksudkan untuk 
meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, 
dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan 
maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu 
kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam 
perdagangan. 
Sementara itu, untuk mendukung peningkatan daya saing produk 
nasional, sistem standardisasi nasional harus terus dikembangkan mengikuti 
standar internasional yang juga terus berkembang.Setiadi menjelaskan bahwa 
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pengembangan sistem standardisasi nasional tersebut meliputi tiga pilar dasar 
infrastruktur mutu, yaitu metrologi, standardisasi, dan penilaian kesesuaian. 
Pilar metrologi antara lain meliputi metrologi ilmiah, terapan, dan legal. 
Sementara itu pilar standardisasi meliputi pengembangan dan penerapanSNI. 
Sedangkan pilar penilaian kesesuaian mencangkup akreditasi, sertifikasi, 
pengujian, dan inspeksi. Adapun pilar-pilar Insfrastruktur Mutu Nasional 
sebagai berikut: 
Gambar 3.1 
Pilar-Pilar Infrastruktur Mutu Nasional 
 
                                             MUTU 
            Untuk Mendukung Daya Saing Produk Nasional 
 
 
STANDARDISASI NASIONAL 
Metrologi :                      Standardisasi :                   Penilaian Kesesuaian:            
- Ilmiah                             - Pengembangan              - Akreditasi 
- Industri Terapan               - Penerapan                     - Sertifikasi 
- Legal                                                                    - Pengujian 
- Inspeksi 
 
Dalam Gambar 3.1 terlihat bahwa pilar standardisasi merupakan pilar 
utama dalam hal pengembangan dan penerapan standard. Proses 
pengembangan standardisasi meliputi lima tahapan, yakni dimulai dari 
pemrograman, perancangan, konsensus nasional dan finalisasi, penetapan, dan 
pemeliharaan. Pada tahapan pemrograman meliputi kegiatan melihat 
kebutuhan pasar, mengajukan usulan program SNI, serta penetapan program 
 32 
SNI. Tahap Daftingmeliputi kegiatan verifikasi data dan perumusan program 
yang kemudian akan dilakukan kegiatan konsensus nasional dan perumusan 
final. Selanjutnya, akan dilakukan kegiatan penetapan SNI dan publikasi 
kepada masyarakat. Pada tahap akhir (pemeliharaan), akan dilakukan kaji 
ulang terhadap SNI yang telah diterapkan oleh para pelaku usaha untuk 
mengetahui kelemahan maupun keunggulan produk yang telah beredar di 
masyarakat.  
 
F. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” 
sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk 
kedalam materi keduanya. Juga apakah kedua cabang hukum itu 
identik.
40
Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberi perlindungan kepada konsumen. 
Menurut Nasution, Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian 
dari hukum konsumen yang lebih luas. Secara definitif Nasution 
mengemukakan: 
“Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau 
kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak 
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satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen didalam pergaulan 
hidup.
41
 
Adapun hukum perlindungan konsumen tersebut merupakan bagian 
dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat 
mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.
42
 
Nasution mengakui asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, 
baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, “seperti hukum perdata, 
hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum 
internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan 
kepentingan-kepentingan konsumen. 
Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi 
oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan 
perlindungan kepada masyarakat. Jadi hukum konsumen dan hukum 
perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan 
ditarik batasnya.
43
 
Dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen ini beserta 
perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, 
dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah 
dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.
44
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Makna dari perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 
Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, tujuan dari perlindungan 
konsumen adalah :  
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri. 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan saja. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.  
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat 
informasi. 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen.45 
 
Setiap undang-undang memiliki satu kondisi ideal yang ingin 
diwujudkan. Satu keteraturan yang menurut pembentuk undang-undang 
merupakan tujuan yang harus dicapai dengan penyelenggaraan undang-undang 
tersebut. Terkait dengan tujuan yang ada, maka dirumuskanlah asas-asas 
hukum yang melatar belakangi pembentukan undang-undang tersebut.
46
 
Pelaku usaha didalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya 
dibebani hak dan kewajiban saja, akan tetapi di dalam undang-undang 
perlindungan konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa 
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam mengedarkan dan 
memperdagangkan produk barang dan jasa. Pengaturan mengenai perbuatan 
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yang dilarang bagi pelaku usaha ini dimaksudkan agar supaya pelaku usaha 
tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar hak-hak yang semestinya 
diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas 
barang dan jasa yang diproduksinya.
47
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai perbuatan yang 
dilarang bagi pelaku usaha, pada Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai berikut: 
Pasal 8 ayat (1) didalam undang-undang ini menyatakan bahwa pelaku 
usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang :
48
 
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 
tersebut. 
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan 
jasa tersebut. 
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, 
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 
keterangan barang dan jasa tersebut. 
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 
iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut. 
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau angka waktu penggunaan 
atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagai mana 
pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. 
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 
nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan 
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 
usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 
harus dipasang atau dibuat. 
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j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam 
bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Dalam kaitannya dengan tangung jawab pelaku usaha didalam 
menjalankan usahanya, maka pelaku usaha harus berani menanggung resiko 
atas segala yang menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan yang 
dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha 
wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen, ketika ada konsumen 
yang merasa dirugikan akibat membeli, menggunakan dan mengkonsumsi 
barang atau jasa yang diedarkan serta diperdagangkan.
49
 
Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat 
konsumen yang menuntut ganti kerugian diatur didalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen yang tercantum 
sebagaimana terdapat pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5) dibawah ini : 
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau 
setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi. 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan konsumen. 
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Dilihat substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur 
didalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen tersebut, 
maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha meliputi: 
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan. 
2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran. 
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.  
 
 
